Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5025) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
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12.

13.

14.

15.

18,

17.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5065) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 5594) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 6642);

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang
Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang dan Bekasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022 tentang
Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 154);
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang
Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 815);

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri
Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2024,
Nomor 3 Tahun 2024, Nomor 4 Tahun 2024 tentang Hari
Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024;



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TIM
KOORDINASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN
TERPADU TAHUN 2024 (1445 HIJRIAH).

Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan

Lebaran Terpadu Tahun 2024 (1445 Hijriah), yang terdiri atas:

1. Tim Koordinasi Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2024
(1445 Hijriah) Tingkat Nasional;

2. Tim Pelaksana Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2024
(1445 Hijriah) Tingkat Nasional;

3. Anggota Pos Koordinasi Harian Angkutan Lebaran
Terpadu Tahun 2024 (1445 Hijriah) Tingkat Nasional,

4. Tim Koordinasi Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2024
(1445 Hijriah) Tingkat Provinsi; dan

5. Tim Koordinasi Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2024
(1445 Hijriah) Tingkat Kabupaten/Kota,

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Menteri ini.

Tugas dan bagan organisasi Tim Koordinasi Penyelenggaraan
Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2024 (1445 Hijriah)
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum
dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Tim Pelaksana Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2024 (1445
Hijriah) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA
dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat
dan para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian
Perhubungan sesuai dengan kewenangannya.

Tim  Koordinasi  Penyelenggaraan  Angkutan  Lebaran
Terpadu Tahun 2024 (1445 Hijriah) sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA bertugas selama masa Angkutan
Lebaran Terpadu Tahun 2024 (1445 Hijriah)
yang dilaksanakan mulai tanggal 3 April 2024 (H-7)
pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 18 April 2024 (H+7)
pukul 24.00 WIB.

Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas
Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu
Tahun 2024 (1445 Hijriah) dibebankan pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran masing-masing unit kerja dan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2024

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

Panglima Tentara Nasional Indonesia;

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Para Gubernur di seluruh Indonesia;

Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;

Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi;

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para

Kepala Badan dan para Kepala Pusat di lingkungan Kementerian

Perhubungan;

9. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh
Indonesia;

10. Yang bersangkutan.

@ % e b

_—Salinan sesuai dengan aslinya
/7 REPALA BIRO HUKUM,

&

. F. BUDI PRAYITNO




A. SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 24 TAHUN 2024

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN
2024 (1445 HIJRIAH)

PERHUBUNGAN

ANGKUTAN LEBARAN TERPADU

TAHUN 2024 (1445 HIJRIAH) TINGKAT NASIONAL

1
2.

3.

10.

il.

Koordinator

Sekretariat

Koordinator Sub Sektor
Perhubungan Darat
Koordinator Sub Sektor
Perhubungan Laut
Koordinator Sub Sektor
Perhubungan Udara
Koordinator Sub Sektor
Perkeretaapian
Koordinator Transportasi
Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang dan Bekasi
(Jabodetabek)
Koordinator Bidang
Keselamatan

Koordinator Bidang
Pencarian dan
Pertolongan

Koordinator Bidang
Analisis Dan Evaluasi
Koordinator Bidang
Meteorologi, Klimatologi

Dan Geofisika

Menteri Perhubungan
Sekretaris Jenderal
Perhubungan

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Kementerian

Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Direktur Jenderal Perkeretaapian

Kepala Badan Pengelola Transportasi
Jabodetabek (BPTJ)
Ketua Komite Nasional Keselamatan

Transportasi (KNKT)
Kepala Badan Nasional
Pertolongan (BNPP)

Pencarian dan

Kepala Badan Kebijakan Transportasi

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika (BMKG)

B. SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN
2024 (1445 HIJRIAH) TINGKAT NASIONAL

L 53
2,

Koordinator Pelaksana
Sekretariat

a. Penanggung Jawab
Kesekretariatan
b. Penanggung Jawab

Sistem Informasi
Wakil Koordinator Bidang
Perhubungan Darat
Wakil Koordinator Bidang
Perhubungan Laut

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal
Kementerian Perhubungan
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

Direktur Lalu Lintas Jalan, Direktorat
Jenderal Perhubungan Darat
Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut,

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
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SUSUNAN ANGGOTA POS KOORDINASI

Wakil Koordinator Bidang
Perhubungan Udara

Wakil Koordinator Bidang
Perkeretaapian

Wakil Koordinator Bidang
Transportasi Jakarta,
Bogor, Depok, Tangerang
dan Bekasi (Jabodetabek)
Wakil Koordinator Bidang
Keselamatan

Wakil Koordinator Bidang
Pencarian dan
Pertolongan

Wakil Koordinator Bidang
Analisis dan Evaluasi

Wakil Koordinator Bidang
Meteorologi, Klimatologi
dan Geofisika

Wakil Koordinator Bidang
Hubungan Masyarakat

Direktur Angkutan Udara, Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta

Api, Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Direktur Angkutan, Badan  Pengelola
Transportasi Jabodetabek
Sekretaris Komite Nasional Keselamatan

Transportasi (KNKT)
Direktur Kesiapsiagaan,
Pencarian dan Pertolongan

Badan Nasional

Kepala Pusat Kebijakan
Angkutan, dan Transportasi
Badan Kebijakan Transportasi
Kepala Pusat Meteorologi Publik, Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
(BMKG)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi
Publik, Sekretariat Jenderal, Kementerian
Perhubungan

Lalu Lintas,
Perkotaan,

HARIAN ANGKUTAN LEBARAN

TERPADU TAHUN 2024 (1445 HIJRIAH) TINGKAT NASIONAL

1

Ketua Pos Koordinasi

Harian

Sekretaris Pos Koordinasi
Harian

Ketua Pos Koordinasi
Harian Bidang
Perhubungan Darat

Ketua  Pos Koordinasi
Harian Bidang
Perhubungan Laut

Ketua  Pos Koordinasi
Harian Bidang
Perhubungan Udara

Ketua Pos  Koordinasi
Harian Bidang
Perkeretaapian

Ketua Pos  Koordinasi
Harian Bidang
Transportasi Jakarta,

Bogor, Depok, Tangerang
dan Bekasi (Jabodetabek)

Ketua  Pos Koordinasi
Harian Bidang
Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika

Ketua Pos  Koordinasi

Harian Bidang Pencarian
dan Pertolongan

Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di
Lingkungan Kantor Pusat Kementerian
Perhubungan

Para Pejabat Administrator di Lingkungan
Badan Kebijakan Transportasi

Para Pejabat Administrator di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Para Pejabat Administrator di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Para Pejabat Administrator di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Para Pejabat Administrator di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Para Pejabat Administrator di Lingkungan
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Para Pejabat Administrator di Lingkungan
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika (BMKG)

Para Pejabat Administrator di Lingkungan

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
(BNPP)
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10. Ketua Pos Koordinasi
Harian Bidang Hubungan

Masyarakat

11. Ketua  Pos Koordinasi
Harian Bidang
Keselamatan

Para Pejabat Administrator di Lingkungan
Biro Komunikasi Informasi Publik

Para Pejabat Administrator di Lingkungan
Komite Nasional Keselamatan Transportasi
(KNKT)

D. TIM KOORDINASI PELAKSANA PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN
TERPADU TAHUN 2024 (1445 HIJRIAH) TINGKAT PROVINSI

1c, Koordinator
2. Anggota

Gubernur
(ditetapkan oleh Gubernur)

E. TIM KOORDINASI PELAKSANA PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN
TERPADU TAHUN 2024 (1445 HIJRIAH) TINGKAT KABUPATEN/KOTA

1 Koordinator
2. Anggota

V% Z \‘Sahnan sesuai dengan aslinya
A KEPALA BIRO HUKUM,
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F. BUDI PRAYITNO

Bupati/Wali Kota
(ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota)

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 24 TAHUN 2024

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN
2024 (1445 HIJRIAH)

TUGAS TIM KOORDINASI
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2024 (1445 HIJRIAH)

A. TUGAS TIM KOORDINASI ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2024
(1445 HIURIAH) TINGKAT NASIONAL

1. Koordinator

Dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2024 (1445
Hijriah), Menteri Perhubungan selaku Koordinator dibantu oleh:

Sekretariat Tim Koordinator;

Koordinator Sub Sektor Perhubungan Darat;

Koordinator Sub Sektor Perhubungan Laut;

Koordinator Sub Sektor Perhubungan Udara;

Koordinator Sub Sektor Perkeretaapian;

Koordinator Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi
(Jabodetabek);

Koordinator Bidang Keselamatan;

Koordinator Bidang Pencarian dan Pertolongan;

Koordinator Bidang Analisis dan Evaluasi; dan

Koordinator Bidang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.

O Q0o

=

Untuk mendukung Tim Koordinasi Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2024

(1445 Hijriah) dibentuk Tim Pelaksana, yang dikoordinasikan dan

dirangkap/dijabat oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat dibantu oleh:

a. Koordinator Pelaksana Tingkat Provinsi yang dijabat oleh Gubernur;
dan

b. Koordinator Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota yang dijabat oleh
Bupati/Walikota.

2. Sekretariat Tim Koordinator

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan selaku Sekretaris Tim

Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2024 (1445

Hijriah) mempunyai tugas:

a. menyiapkan rencana penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan
meliputi penyusunan rencana biaya, rencana pengerahan personil,
penyiapan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kerja, peralatan
komunikasi, dan sistem informasi manajemen untuk mendukung
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan; dan

b. membuat evaluasi dan sistem informasi penyelenggaraan lalu lintas dan
angkutan secara menyeluruh dan bertanggung jawab kepada Menteri
Perhubungan.
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Koordinator Sub Sektor Perhubungan Darat
Direktur Jenderal Perhubungan Darat selaku Koordinator Sub Sektor
Perhubungan Darat, mempunyai tugas:

a.

b.

e.

menjabarkan kebijakan Menteri Perhubungan ke dalam rencana operasi
khususnya sub sektor perhubungan darat;

menyusun petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Angkutan Lebaran
sub sektor perhubungan darat, untuk dijadikan acuan bagi pengaturan
dan pengendalian transportasi pada masa Angkutan Lebaran Terpadu
Tahun 2024 (1445 Hijriah) sub sektor perhubungan darat;
mengoordinasikan penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun
2024 (1445 Hijriah) bersama instansi yang terkait dengan tugas sub
sektor perhubungan darat;

menyiapkan secara maksimal sarana dan prasarana sub sektor
perhubungan darat, meliputi moda angkutan jalan, sungai, danau, dan
penyeberangan untuk mendukung penyelenggaraan Angkutan Lebaran
Terpadu Tahun 2024 (1445 Hijriah);

menyiapkan perangkat lunak untuk pengaturan dan pengendalian lalu
lintas dan angkutan jalan di sub sektor perhubungan darat; dan
bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

Koordinator Sub Sektor Perhubungan Laut
Direktur Jenderal Perhubungan Laut selaku Koordinator Sub Sektor
Perhubungan Laut, mempunyai tugas:

a.

b.

g.

menjabarkan kebijakan Menteri Perhubungan ke dalam rencana operasi
khususnya sub sektor perhubungan laut;

menyusun petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan angkutan lebaran
pada sub sektor perhubungan laut, untuk dijadikan acuan bagi
penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2024 (1445 Hijriah)
sub sektor perhubungan laut;

mengoordinasikan penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun
2024 (1445 Hijriah) bersama instansi yang terkait dengan tugas sub
sektor perhubungan laut;

menyiapkan secara maksimal sarana dan prasarana sub sektor
perhubungan laut yang dapat dioperasikan untuk mendukung
penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2024 (1445
Hijriah);

menyiapkan perangkat lunak untuk pengaturan dan pengendalian lalu
lintas dan angkutan laut di sub sektor perhubungan laut;

menyiapkan sarana angkutan laut yang sewaktu-waktu diperlukan
untuk mendukung armada angkutan penyeberangan; dan

bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

Koordinator Sub Sektor Perhubungan Udara
Direktur Jenderal Perhubungan Udara selaku Koordinator Sub Sektor
Perhubungan Udara, mempunyai tugas:

a.

b.

menjabarkan kebijakan Menteri Perhubungan ke dalam rencana operasi
khususnya sub sektor perhubungan udara;

menyusun petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan angkutan lebaran
pada sub sektor perhubungan udara, untuk dijadikan acuan bagi
penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2024 (1445 Hijriah)
sub sektor perhubungan udara;



-11-

c. mengoordinasikan penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun
2024 (1445 Hijriah) bersama instansi yang terkait dengan tugas sub
sektor perhubungan udara;

d. menyiapkan secara maksimal sarana dan prasarana sub sektor
perhubungan udara yang dapat dioperasikan untuk mendukung
penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2024 (1445
Hijriah);

e. menyiapkan perangkat lunak untuk pengaturan dan pengendalian lalu
lintas dan angkutan udara di sub sektor perhubungan udara; dan

f. bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

6. Koordinator Sub Sektor Perkeretaapian

Direktur Jenderal Perkeretaapian selaku Koordinator Sub Sektor

Perkeretaapian, mempunyai tugas:

a. menjabarkan kebijakan Menteri Perhubungan ke dalam rencana operasi
khususnya sub sektor perkeretaapian;

b. menyusun petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan angkutan lebaran
pada sub sektor perkeretaapian, untuk dijadikan acuan bagi
penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2024 (1445 Hijriah)
sub sektor perkeretaapian;

c. mengoordinasikan penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun
2024 (1445 Hijriah) dengan instansi yang terkait dengan tugas sub
sektor perkeretaapian;

d. menyiapkan secara maksimal sarana dan prasarana sub sektor
perkeretaapian untuk mendukung penyelenggaraan Angkutan Lebaran
Terpadu Tahun 2024 (1445 Hijriah);

e. menyiapkan perangkat lunak untuk pengaturan dan pengendalian lalu
lintas dan angkutan perkeretaapian di sub sektor perkeretaapian; dan

f. bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

7. Koordinator Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi

(Jabodetabek)

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek selaku Koordinator Sub

Sektor Transportasi Jabodetabek, mempunyai tugas:

a. menjabarkan kebijakan Menteri Perhubungan ke dalam rencana operasi
khususnya wilayah transportasi Jabodetabek;

b. menyusun petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan angkutan lebaran
transportasi Jabodetabek untuk dijadikan acuan bagi penyelenggaraan
Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2024 (1445 Hijriah) di Jabodetabek;

c. mengoordinasikan penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun
2024 (1445 Hijriah) dengan instansi yang terkait dengan tugas sub
sektor transportasi Jabodetabek;

d. menyiapkan secara maksimal sarana dan prasarana transportasi
Jabodetabek untuk mendukung penyelenggaraan Angkutan Lebaran
Terpadu Tahun 2024 (1445 Hijriah);

e. menyiapkan perangkat lunak untuk pengaturan dan pengendalian lalu
lintas dan angkutan di Jabodetabek; dan

f. bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

8. Koordinator Bidang Keselamatan
Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) selaku
Koordinator Bidang Keselamatan, mempunyai tugas:
a. menjabarkan kebijakan Menteri Perhubungan ke dalam rencana operasi
khususnya bidang keselamatan;



b.

d.

€.
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menyusun petunjuk pelaksanaan di Bidang Keselamatan untuk
mendukung penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2024
(1445 Hijriah);

mengoordinasikan seluruh kegiatan Direktorat Jenderal dalam rangka
investigasi pada peristiwa musibah/kecelakaan selama berlangsungnya
penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2024 (1445
Hijriah);

menyiapkan secara maksimal sarana dan prasarana keselamatan yang
diperlukan untuk mendukung kegiatan operasi keselamatan; dan
bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

9. Koordinator Sub Sektor Bidang Pencarian dan Pertolongan
Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan selaku Koordinator
Bidang Pencarian dan Pertolongan, mempunyai tugas:

a.

b.

d.

€.

menjabarkan kebijakan Menteri Perhubungan ke dalam rencana operasi
khususnya bidang pencarian dan pertolongan;

menyusun petunjuk pelaksanaan di bidang pencarian dan pertolongan
untuk mendukung penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun
2024 (1445 Hijriah);

mengoordinasikan seluruh kegiatan pencarian dan pertolongan
nasional dalam rangka operasi pencarian dan pertolongan pada
peristiwa musibah/kecelakaan selama berlangsungnya
penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2024 (1445
Hijriah);

menyiapkan secara maksimal sarana dan prasarana yang diperlukan
untuk mendukung kegiatan operasi pencarian dan pertolongan; dan
bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

10. Koordinator Bidang Analisis dan Evaluasi (Anev)
Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan selaku
Koordinator Bidang Analisis dan Evaluasi, mempunyai tugas:

a.

d.

memberikan saran kepada Menteri Perhubungan untuk peningkatan
pelayanan pada masyarakat selama periode Angkutan Lebaran Tahun
2024 (1445 Hiriah), atas dasar analisis dan evaluasi pengaturan dan
pengendalian transportasi selama periode angkutan lebaran tahun
sebelumnya;

melakukan analisis dan evaluasi penyelenggaraan Angkutan Lebaran
Terpadu Tahun 2024 (1445 Hijriah) untuk penyempurnaan pengaturan
dan pengendalian transportasi selama periode Angkutan Lebaran
Terpadu yang akan datang;

menyusun laporan akhir penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu
Tahun 2024 (1445 Hijriah) sebagai laporan Menteri Perhubungan ke
Presiden; dan

bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

11. Koordinator Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika selaku Koordinator
Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, mempunyai tugas:

a.

b.

menjabarkan kebijakan Menteri Perhubungan ke dalam rencana operasi
khususnya bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

menyusun petunjuk pelaksanaan di bidang meteorologi, klimatologi,
dan geofisika, untuk mendukung penyelenggaraan Angkutan Lebaran
Terpadu Tahun 2024 (1445 Hijriah);



f.
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menyiapkan secara maksimal sarana dan prasarana meteorologi,
klimatologi, dan geofisika yang dapat dioperasikan untuk mendukung
penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2024 (1445 Hijriah);
menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan meteorologi,
klimatologi, dan geofisika, serta membuat perkiraan cuaca;
menyebarluaskan data, informasi, dan perkiraan cuaca yang dipandang
perlu kepada seluruh instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan
Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2024 (1445 Hijriah); dan

bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

B. TUGAS TIM PELAKSANA ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2024 (1445
HIJRIAH) TINGKAT NASIONAL

1. Koordinator Pelaksana
Direktur Jenderal Perhubungan Darat selaku Koordinator Pelaksana,
mempunyai tugas:

a.

h.

i

menjabarkan kebijakan Menteri Perhubungan ke dalam rencana operasi
penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2024 (1445 Hijriah)
bersama dengan koordinator sub sektor/bidang lain;

menyusun rencana operasi penyelenggaraan Angkutan Lebaran
Terpadu Tahun 2024 (1445 Hijriah) untuk dijadikan acuan bagi
instansi terkait dalam pengaturan dan pengendalian transportasi
selama periode Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2024 (1445 Hijriah);
menyiapkan, menyelenggarakan, dan mengawasi pelaksanaan Pos
Koordinasi Harian;

menyusun jadwal petugas Pos Koordinasi Harian Penyelenggaraan
Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2024 (1445 Hijriah), khususnya para
Ketua Pos Koordinasi Harian;

menyelenggarakan penyuluhan, latihan, ataupun gladi lapangan bagi
para petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran
Terpadu Tahun 2024 (1445 Hijriah);

melakukan koordinasi dengan koordinator sub sektor/bidang lain,
dalam rangka pemenuhan kebutuhan Angkutan Lebaran Terpadu
Tahun 2024 (1445 Hijriah) serta pemecahan masalah yang berkaitan
dengan ketertiban, kelancaran, dan keselamatan dalam pengaturan dan
pengendalian transportasi pada masa Angkutan Lebaran Terpadu
Tahun 2024 (1445 Hijriah);

melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan
Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2024 (1445 Hijriah);
mengoordinasikan kunjungan lapangan dalam rangka penyelenggaraan
Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2024 (1445 Hijriah); dan
bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

2. Sekretariat Koordinator Pelaksana

a.

Kepala Biro Umum, selaku Penanggung Jawab Kesekretariatan,
bersama Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro
Hukum, para Sekretaris Direktorat Jenderal dan Sekretaris Badan
Kebijakan Transportasi, Sekretaris Badan Pencarian dan Pertolongan,

Sekretaris Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
menyelenggarakan Sekretariat Koordinator Pelaksana, mempunyai
tugas:

1) mengoordinasikan seluruh kegiatan kesekretariatan Koordinator
Pelaksana;



